
Menimbang

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NATUNA,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai 
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan 
Peraturan perundang-undangan untuk
memoeroleh nersetuiuan bersama:

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan 
kedalam kebijakan um um  APBD serta prioritas 
dan plafon anggaran yang telah disepakati 
bersam a antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Natuna Tahun Anggaran 2020.
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



- 3 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantu an Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15):

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312):

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor );

24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna Tahun 2013 Nomor 6).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1). Pendapatan Daerah Rp 1,217,200,000,000.00
(2). Belanja Daerah Rp 1,350,202,000,000.00

(3). Pembiayaan Daerah :

Surplus /  (Defisit) Rp (133,002,000,000.00)

a. Penerimaan Rp 138,002,000,000.00
b. Pengeluaran _5e_ 5,000,000,000.00

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

Rp 133,002,000,000.00

berkenan Rp -

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri
dari :
a. Pendapat Asli Daerah sejumlah Rp 76,718,528,000.00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 966,769,081,000.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

sejumlah Rp 173,712,391,000.00
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah sejumlah Rp 13,550,195,000.00
b. Retribusi daerah sejumlah Rp 506,000,000.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan sejumlah Rp 10,539,837,000.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sejumlah Rp 52,122,496,000.00

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan 

pajak sejumlah Rp 390,206,507,000.00
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b. Dana alokasi um um  sejumlah Rp 445,495,296,000.00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 131,067,278,000.00

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp 11,252,180,000.00
b. Dana darurat sejumlah Rp -

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
sejumlah Rp 64,558,001,000.00

d. Pendapatan dana penyesuian sejumlah Rp -

e. Bantu an Keuangan dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp

f. Lain-Lain Penerimaan Rp 97,902,210,000.00

Pasal 3

(1) . Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri d a r i:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 534,683,756,504.00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 815,518,243,496.00

(2) . Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 345,946,201,906.00
b. Belanja bunga sejumlah Rp -
c. Belanja subsidi sejumlah Rp -
d. Belanja hibah sejumlah Rp 37,170,857,098.00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 500,000,000.00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 1,509,156,000.00
g- Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 149,057,541,500.00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 500,000,000.00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b terdiri dari 
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 91,171,773,640.00
b. Belanja barang dan jasa  sejumlah Rp 409,911,922,376.00
c. Belanja modal sejumlah Rp 314,434,547,480.00

Pasal 4

(1) . Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri
dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 138,002,000,000.00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 5,000,000,000.00

(2) . Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

sejumlah Rp 138,002,000,000.00
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b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah Rp -

d.
yang dipisahkan sejumlah 
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp

e. Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman sejumlah Rp

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -
b. Penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah sejumlah Rp 5,000,000,000.00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1, tercantum  dal am Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD m enurut Urusan Pemerintah Daerah dan 
Organisasi;
Rincian APBD m enurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah 
Organisasi, Program dan Kegaitan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jum lah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset 
lainnya
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun  anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Bupati m enetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dalam 
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini raulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai 
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NATUNA,

;

Djtqtapkan di Ranai 
$ada\tanggal 6 Desember 2019

HAMID RIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 9,48/2019


